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Abstrak

Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam sistem peradilan pidana anak di
Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dominasi pendekatan legalistik yang
berorientasi prosedural dan kurang memperhatikan dimensi sosial serta kultural anak.
Kondisi ini menjadi semakin problematis di wilayah masyarakat adat yang memiliki sistem
nilai dan mekanisme penyelesaian konflik yang hidup dan diakui secara kolektif. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat Marind dalam penanganan ABH di
Kabupaten Merauke, menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan restoratif, serta
merumuskan model integratif yang memungkinkan harmonisasi antara hukum adat dan
hukum negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik
pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi
dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan ABH masih didominasi oleh
pendekatan formalistik yang membatasi keterlibatan lembaga adat dan melemahkan proses
reintegrasi sosial anak. Di sisi lain, hukum adat Marind memiliki mekanisme penyelesaian
konflik yang substantif sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, seperti musyawarah,
tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan. Penelitian ini menawarkan model hybrid
penanganan ABH yang menempatkan lembaga adat sebagai mediator utama dengan
pendampingan aparat penegak hukum dan jaminan perlindungan hak anak. Model ini
diharapkan dapat memperkuat efektivitas keadilan restoratif dalam kerangka pluralisme
hukum dan memberikan alternatif kebijakan bagi pembaruan sistem peradilan pidana anak di
wilayah Papua Selatan.

Kata kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum; Hukum Adat Marind; Keadilan Restoratif;
Pluralisme Hukum; Papua Selatan.
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Abstract

The handling of Children in Conflict with the Law (CICL) within Indonesia’s juvenile justice system
continues to face significant challenges, particularly the dominance of a legalistic and procedural
approach that insufficiently addresses the social and cultural dimensions of children’s lives. This issue
becomes more complex in indigenous communities where customary legal systems function as living
norms for conflict resolution. This study aims to examine the role of Marind customary law in handling
CICL cases in Merauke Regency, assess its compatibility with restorative justice principles, and
formulate an integrative model that harmonizes customary law and state law. Employing an empirical
juridical approach, data were collected through semi-structured interviews, participatory observation,
and document analysis. The findings reveal that CICL handling remains largely formalistic, limiting
the involvement of indigenous institutions and weakening children’s social reintegration. Conversely,
Marind customary law demonstrates conflict resolution mechanisms aligned with restorative justice
principles, emphasizing deliberation, social responsibility, and relational restoration. This study
proposes a hybrid model of CICL handling that positions customary institutions as primary mediators,
supported by law enforcement authorities to ensure the protection of children’s rights. This model
contributes to the operationalization of legal pluralism and offers a practical policy alternative for
reforming the juvenile justice system in South Papua.

Keywords: Children in Conflict with the Law; Marind Customary Law; Restorative Justice; Legal
Pluralism; South Papua

Pendahuluan
Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan isu

strategis dalam sistem peradilan pidana anak karena menyangkut
perlindungan hak anak sekaligus menentukan arah pembinaan generasi muda
di masa depan (Priamsari, 2018). Anak yang terlibat dalam proses hukum
berada pada posisi rentan, baik secara psikologis, sosial, maupun struktural,
sehingga pendekatan penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku
dewasa (Al-Ghony dkk., 2024). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak
secara normatif dirancang untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak
(the best interests of the child) sebagai prinsip utama dalam setiap tahap proses
hukum.

Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan anak tercermin dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(UU SPPA), yang secara eksplisit mengadopsi pendekatan keadilan restoratif
dan mewajibkan upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, t.t., hlm. 11). Pendekatan ini dimaksudkan untuk
menggeser orientasi peradilan anak dari paradigma retributif menuju
paradigma pemulihan, dengan menekankan dialog, partisipasi para pihak,
tanggung jawab sosial, serta reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya
(Al-Ghony dkk., 2024).
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Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi
keadilan restoratif dalam praktik masih menghadapi kendala serius.
Penanganan ABH di tingkat aparat penegak hukum sering kali tetap
didominasi oleh pendekatan legalistik dan prosedural, di mana keadilan
restoratif dipahami sebatas kewajiban administratif untuk memenuhi
ketentuan undang-undang, bukan sebagai proses substantif pemulihan sosial
(Sinaga & Utari, 2025). Akibatnya, anak kerap diposisikan sebagai objek
penghukuman dan pengendalian sosial, bukan sebagai subjek pembinaan
yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan komprehensif.
Pendekatan semacam ini berpotensi menimbulkan stigmatisasi, trauma
psikologis, serta meningkatkan risiko residivisme pada anak (Herningsih &
Rahaditya, 2025).

Problematika tersebut menjadi semakin kompleks ketika pendekatan
legalistik diterapkan di wilayah masyarakat adat yang memiliki sistem nilai,
struktur sosial, dan mekanisme penyelesaian konflik yang hidup dan diakui
secara kolektif. Dalam konteks masyarakat adat, hukum tidak semata-mata
dipahami sebagai norma tertulis negara, melainkan sebagai living law yang
berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan harmoni komunitas (Benuf &
Azhar, 2020). Ketika sistem peradilan formal mengabaikan dimensi ini, proses
penanganan perkara—termasuk perkara anak—berpotensi kehilangan
legitimasi sosial dan efektivitasnya di tingkat komunitas.

Di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, masyarakat adat Marind telah lama
mempraktikkan penyelesaian konflik berbasis hukum adat melalui
mekanisme musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan keseimbangan sosial.
Penyelesaian perkara tidak diarahkan pada pembalasan, melainkan pada
pemulihan relasi antara pelaku, korban, keluarga, dan komunitas adat (L,
2000). Dalam konteks ABH, hukum adat Marind menempatkan anak sebagai
individu yang masih berada dalam proses pembentukan karakter, sehingga
pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, edukatif, dan berorientasi pada
reintegrasi sosial tanpa stigma. Praktik ini menunjukkan kesesuaian substantif
dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berkembang dalam diskursus
hukum modern (Alputila & Tajuddin, 2020).

Meskipun demikian, dalam praktik sistem peradilan pidana anak,
mekanisme hukum adat Marind masih belum terintegrasi secara sistematis.
Ketiadaan regulasi teknis yang mengatur peran lembaga adat, perbedaan
paradigma antara hukum negara dan hukum adat, serta minimnya
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pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme adat menjadi faktor
utama yang menghambat integrasi tersebut (Purnama dkk., 2021). Akibatnya,
hukum adat cenderung terpinggirkan, sementara fungsi sosial komunitas adat
dalam membina dan mereintegrasikan anak pasca-konflik hukum melemah.

Dalam kerangka pluralisme hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya
ketegangan antara hukum negara dan hukum adat yang belum dikelola secara
konstruktif. Padahal, integrasi keduanya berpotensi menghasilkan model
penanganan ABH yang lebih kontekstual, manusiawi, dan berkeadilan,
sekaligus memperkuat legitimasi sistem hukum nasional di wilayah
masyarakat adat (Wiraguna, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menjawab tiga
pertanyaan utama: (1) bagaimana peran hukum adat Marind dalam praktik
penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Merauke; (2)
sejauh mana kesesuaian nilai dan mekanisme hukum adat Marind dengan
prinsip keadilan restoratif, dan (3) bagaimana model integratif yang
memungkinkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara dalam
penanganan ABH. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi
pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih inklusif dan
kontekstual dalam kerangka pluralisme hukum nasional.

Permasalahan
Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan penerapan keadilan restoratif
melalui mekanisme diversi, praktik penanganan Anak Berhadapan dengan
Hukum (ABH) di Kabupaten Merauke masih didominasi oleh pendekatan
legalistik dan prosedural yang cenderung mengabaikan dimensi sosial dan
kultural anak. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan ruang bagi hukum adat
Marind sebagai sistem hukum yang hidup (living law), meskipun secara
substantif memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang sejalan dengan
prinsip keadilan restoratif. Permasalahan utama dalam artikel ini terletak pada
bagaimana dominasi pendekatan legalistik memengaruhi efektivitas
penanganan ABH, sejauh mana hukum adat Marind dapat berfungsi sebagai
basis keadilan restoratif, serta bagaimana merumuskan model integratif yang
mampu mengharmoniskan hukum adat dan hukum negara dengan tetap
menjamin perlindungan hak anak dan kepastian hukum.
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Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memandang

hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in the books), tetapi juga sebagai
praktik sosial yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat (law in action),
sehingga relevan untuk menganalisis interaksi antara hukum nasional dan
hukum adat Marind dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum
(ABH). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat Marind,
aparat penegak hukum, Anak Berhadapan dengan Hukum, serta keluarga
anak, dan dilengkapi dengan observasi partisipatif untuk mengamati praktik
musyawarah adat serta dinamika sosial dalam penyelesaian perkara anak.
Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan
perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen adat yang relevan.
Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi dan analisis
tematik untuk mengidentifikasi pola, kesesuaian, serta ketegangan antara
mekanisme hukum adat dan kerangka hukum nasional, dengan fokus pada
praktik penanganan ABH, prinsip keadilan restoratif, dan perlindungan hak
anak. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode guna
memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian.(Benuf & Azhar, 2020;
Braun & Clarke, 2006; Soekanto, 2017)

Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian
Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Dominasi Pendekatan
Legalistik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Anak Berhadapan
dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Merauke masih didominasi oleh
pendekatan hukum formal yang berorientasi prosedural. Meskipun secara
normatif aparat penegak hukum telah memahami mandat penerapan diversi
dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Baharudin, 2025), praktik
di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan pergeseran paradigma
tersebut. Proses penanganan perkara anak masih bergerak dalam kerangka
legalistik yang menempatkan hukum sebagai instrumen administratif, bukan
sebagai sarana pemulihan sosial anak dan komunitasnya (Rasiwan, 2025).
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Pendekatan legalistik tersebut tercermin dari pemahaman keadilan
restoratif yang cenderung bersifat formal-prosedural (Maulana & Agusta,
2021). Diversi dan musyawarah sering diposisikan sebagai tahapan wajib
untuk memenuhi ketentuan hukum acara, bukan sebagai ruang dialog
substantif antara anak, korban, keluarga, dan komunitas (Tetelepta dkk., 2024).
Akibatnya, proses penyelesaian perkara lebih menekankan pada kelengkapan
administrasi dan pencapaian kesepakatan formal, sementara aspek pemulihan
relasi sosial dan kebutuhan psikososial anak kurang mendapat perhatian yang
memadai.

Dalam praktiknya, proses penanganan perkara anak sering berhenti pada
forum formal yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum, dengan
keterlibatan masyarakat adat yang sangat terbatas (Panu dkk., 2025). Lembaga
adat Marind kerap diposisikan sebagai pihak pendukung simbolik, bukan
sebagai aktor utama dalam penyelesaian konflik. Kondisi ini menyebabkan
mekanisme sosial yang hidup dalam komunitas adat—yang selama ini
berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pemulihan sosial —tidak
terintegrasi secara optimal dalam penanganan ABH.

Dominasi pendekatan legalistik tersebut berdampak langsung pada
keberlanjutan pemulihan anak pasca-perkara. Anak yang telah menyelesaikan
proses hukum formal tetap berisiko mengalami stigma sosial dan keterasingan
dalam komunitasnya karena tidak melalui mekanisme pemulihan berbasis
komunitas (Herningsih & R. Rahaditya, 2025). Temuan ini menunjukkan
bahwa penyelesaian perkara secara administratif belum tentu berbanding
lurus dengan keberhasilan reintegrasi sosial anak, terutama dalam konteks
masyarakat adat yang memiliki ikatan komunal yang kuat.

Hukum Adat Marind dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Keadilan
Restoratif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Marind memiliki

mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan
keseimbangan sosial dan relasi antaranggota komunitas. Penyelesaian
perkara, termasuk yang melibatkan anak, dilakukan melalui musyawarah adat
yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh adat
sebagai otoritas sosial dan moral. Proses ini menempatkan dialog dan
konsensus sebagai fondasi utama penyelesaian konflik. (Pratama, 2017)
Musyawarah adat Marind menekankan pengakuan kesalahan, tanggung
jawab sosial, dan pemulihan hubungan sebagai tujuan utama penyelesaian
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perkara (Alputila & Tajuddin, 2020). Fokus penyelesaian tidak diarahkan pada
penjatuhan hukuman, melainkan pada upaya mengembalikan harmoni sosial
yang terganggu akibat konflik. Nilai-nilai ini secara substantif sejalan dengan
prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menempatkan partisipasi, dialog, dan
pemulihan sebagai elemen kunci dalam penanganan perkara pidana.

Dalam konteks ABH, anak diposisikan sebagai subjek pembelajaran sosial
dan moral, bukan sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum (Fatihah dkk.,
2025). Proses adat bertujuan membantu anak memahami dampak
perbuatannya terhadap korban dan komunitas, sekaligus memberikan ruang
untuk bertanggung jawab secara sosial. Pendekatan ini memperkuat dimensi
edukatif dalam penanganan ABH dan sejalan dengan prinsip kepentingan
terbaik bagi anak (best interests of the child) (Baety dkk., 2025).

Sanksi adat yang diterapkan bersifat restoratif dan simbolik, seperti
permintaan maaf adat, keterlibatan dalam aktivitas sosial komunitas, atau
kewajiban adat yang bermakna edukatif. Mekanisme ini berfungsi sebagai
sarana reintegrasi anak ke dalam komunitas tanpa stigma, sekaligus
memperkuat kohesi sosial masyarakat. (Sumaya, 2024) Temuan ini
menunjukkan bahwa hukum adat Marind tidak hanya relevan secara kultural,
tetapi juga efektif sebagai mekanisme pemulihan sosial bagi anak.

Bentuk Model Integratif (Hybrid) Penanganan ABH Berbasis Hukum Adat
Marind

Berdasarkan temuan empiris, penelitian ini menunjukkan adanya
kebutuhan akan model penanganan ABH yang mampu menjembatani
pendekatan hukum formal dan mekanisme sosial berbasis adat. Dominasi
pendekatan legalistik di satu sisi dan keterpinggiran hukum adat di sisi lain
menciptakan kesenjangan antara kepastian hukum dan efektivitas pemulihan
sosial. (Sumaya, 2024) Kondisi ini melatarbelakangi perumusan model
integratif atau hybrid dalam penanganan ABH di Kabupaten Merauke.

Tahap pertama dalam model hybrid adalah identifikasi awal perkara oleh
aparat penegak hukum untuk menentukan kelayakan penyelesaian melalui
mekanisme  restoratif-adat. =~ Penilaian = ini = dilakukan = dengan
mempertimbangkan usia anak, jenis tindak pidana, tingkat kerugian korban,
serta konteks sosial anak. Tahap ini memastikan bahwa hanya perkara yang
memenuhi prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif yang diarahkan
ke mekanisme adat. (Baety dkk., 2025; Panu dkk., 2025; Pratama, 2017)
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Tahap kedua adalah penyelesaian perkara melalui musyawarah adat yang
difasilitasi oleh lembaga adat Marind sebagai mediator utama. Dalam proses
ini, aparat penegak hukum dan/atau pembimbing kemasyarakatan berperan
sebagai pendamping normatif untuk memastikan bahwa seluruh proses
berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak. Lembaga adat
memimpin proses dialog dan pemulihan sosial, sementara negara memastikan
tidak terjadi pelanggaran hak anak. (Toni, 2025; Wahyudi, 2025; Zulfa, 2010)

Tahap akhir model hybrid adalah formalisasi hasil kesepakatan adat ke
dalam mekanisme hukum yang diakui negara. Kesepakatan musyawarah adat
didokumentasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana anak
sebagai dasar penyelesaian perkara. Dengan demikian, model hybrid ini
mengintegrasikan legitimasi sosial hukum adat dan kepastian hukum negara
dalam satu kerangka pluralisme hukum yang operasional dan kontekstual.
(Dm, 2024; Setiawan & Sunusi, 2015; Utami & Rezki, 2025, Wahyudhi &
Sudarti, 2025)

Skema Model Hybrid Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum
(ABH) Berbasis Hukum Adat Marind

Model Hybrid
Penanganan ABH Berbasis Hukum Adat Marind

PERKARA ANAK (ABH)
di Kabupaten Merauke

IDENTIFIKASI AWAL PERKARA
oleh Aparat Penegak Hukum

» Usia Anak

» Jenis Tindak Pidana

» Dampak Terhadap Korban
» Kelayakan Restoratif

L 2 L 2
Tidak Layak PENYARINGAN RESTORATIF-ADAT
Diversi Berbasis Komunitas Adat
‘ Layak

» Musyawarah Adat Marind
» Pelaku (Anak)

> Korban

» Keluarga

» Tokoh Adat

+ Pendamping Bapas/APH

KESEPAKATAN ADAT

» Pengakudn Kesalahan
» Pemulihan Korban
» Tanggung Jawab Sosial

2

FORMALISASI DALAM HUKUM WEGARA

> Berita Acara Resmi
» Penghentian Perkara/Diversi

REINTEGRASI SOSIAL ANAK

» Tanpa Stigma

PROSES PERADILAN
PIDANA ANAK (SPPA)
P .

» Berbasis Komunitas Adat
» Perlindungan Hak Anak
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Gambar 1. Model Hybrid Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum

Pembahasan

Dominasi pendekatan legalistik dalam penanganan Anak Berhadapan
dengan Hukum (ABH), sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini,
menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif perlindungan anak
dan praktik hukum di tingkat implementasi. Pendekatan formalistik yang
menitikberatkan pada kepatuhan prosedural cenderung memandang perkara
anak sebagai persoalan hukum semata, sehingga mengabaikan dimensi sosial,
kultural, dan relasional yang melekat pada kehidupan anak, terutama dalam
konteks masyarakat adat. Padahal, berbagai kajian mutakhir menegaskan
bahwa keberhasilan keadilan restoratif sangat ditentukan oleh kedalaman
proses pemulihan sosial, bukan sekadar terpenuhinya tahapan administratif
diversi atau mediasi formal (Rochaeti, 2015). Keadilan restoratif yang
direduksi menjadi prosedur hukum berisiko kehilangan makna
transformasionalnya dan gagal mencegah pengulangan konflik.

Dalam konteks masyarakat adat, pendekatan legalistik menjadi semakin
problematis karena berpotensi meminggirkan sistem nilai dan mekanisme
penyelesaian konflik yang telah lama hidup dan berfungsi efektif dalam
komunitas. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum adat
Marind tidak hanya berperan sebagai instrumen budaya, tetapi juga sebagai
sistem normatif yang memiliki legitimasi sosial dan kapasitas regulatif dalam
mengatur relasi sosial, termasuk relasi yang melibatkan anak. Dalam
perspektif pluralisme hukum, hukum adat Marind dapat dipahami sebagai
living law yang bekerja berdampingan dengan hukum negara dan memiliki
daya ikat yang sering kali lebih kuat karena berakar pada konsensus
komunitas (Pradhani, 2021). Oleh karena itu, pengabaian terhadap hukum
adat dalam penanganan ABH bukan hanya mengurangi efektivitas pemulihan
anak, tetapi juga melemahkan fungsi sosial komunitas adat sebagai ruang
pembinaan dan reintegrasi.

Model hybrid yang ditawarkan dalam penelitian ini merepresentasikan
upaya konkret untuk menjembatani ketegangan antara hukum negara dan
hukum adat dalam kerangka keadilan restoratif. Berbeda dengan pendekatan
integrasi simbolik yang hanya mengakui keberadaan hukum adat secara
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normatif, model hybrid ini menempatkan lembaga adat sebagai aktor
substantif dalam proses penyelesaian perkara, dengan tetap berada dalam
pengawasan dan kerangka perlindungan hak anak oleh negara. Pendekatan
semacam ini sejalan dengan tren kebijakan dan kajian internasional yang
mendorong pengakuan terhadap mekanisme keadilan berbasis komunitas
(community-based justice) sebagai bagian dari sistem perlindungan anak,
khususnya di wilayah masyarakat adat dan komunitas tradisional (UNICEF,
2022).

Secara teoretik, model hybrid ini memperluas diskursus keadilan restoratif
dengan menegaskan bahwa efektivitas keadilan restoratif tidak hanya
ditentukan oleh desain hukum formal, tetapi juga oleh konteks sosial dan
kultural tempat hukum tersebut diterapkan. Integrasi hukum adat Marind ke
dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa pluralisme hukum
dapat dioperasionalkan secara konstruktif untuk memperkuat perlindungan
anak, tanpa mengorbankan kepastian hukum (Braithwaite, 1989). Dengan
demikian, harmonisasi antara legitimasi sosial hukum adat dan otoritas
hukum negara menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem
penanganan ABH yang lebih manusiawi, kontekstual, dan berkelanjutan,
khususnya di wilayah Papua Selatan. Temuan ini sekaligus memberikan dasar
empiris bagi perumusan kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap konteks
lokal dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan Anak Berhadapan

dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Merauke masih didominasi oleh
pendekatan legalistik yang berorientasi prosedural, sehingga belum
sepenuhnya mewujudkan tujuan perlindungan dan pembinaan anak
sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan
formalistik tersebut membatasi keterlibatan komunitas adat dan berimplikasi
pada lemahnya proses pemulihan serta reintegrasi sosial anak, khususnya
dalam konteks masyarakat adat yang memiliki ikatan komunal yang kuat.

Di sisi lain, hukum adat Marind terbukti memiliki mekanisme penyelesaian
konflik yang secara substantif sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.
Melalui musyawarah adat, pengakuan kesalahan, tanggung jawab sosial, dan
sanksi yang bersifat edukatif serta restoratif, hukum adat Marind
menempatkan anak sebagai subjek pembelajaran sosial dan mendorong
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pemulihan hubungan tanpa stigma. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat
tidak hanya relevan secara kultural, tetapi juga efektif sebagai instrumen
perlindungan dan pembinaan anak.

Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menawarkan model hybrid
penanganan ABH yang mengintegrasikan hukum adat Marind dan sistem
peradilan pidana anak secara komplementer. Model ini menempatkan
lembaga adat sebagai mediator utama dalam proses pemulihan sosial dengan
pendampingan aparat penegak hukum untuk menjamin perlindungan hak
anak dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan
bahwa harmonisasi antara legitimasi sosial hukum adat dan otoritas hukum
negara merupakan prasyarat penting bagi pengembangan sistem peradilan
pidana anak yang lebih manusiawi, kontekstual, dan berkelanjutan dalam
kerangka pluralisme hukum nasional, khususnya di wilayah Papua Selatan.
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